BUPATI BADUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,

Menimbang

o

bahwa untuk terwujudnya pelayanan angkutan orang dan angkutan
barang di jalan dengan kendaraan bermotor umum yang selamat, aman,
nyaman dan terjangkau, perlu pengendalian dan pembinaan secara
intensif;

b. bahwa dengan ditetapkannya Undang — Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Badung Nomor 17 Tahun 1994 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat
Il Badung, perlu dilaksanakan penyesuaian dengan perkembangan
Hukum dan masyarakat saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah —
daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah — daerah Tingkat 1 Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

3. Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang — Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran



10.

11.
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang — Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025);

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 5 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Badung Nomor 4 Tahun
1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah Tingkat 1l Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Badung Nomor 1, Seri D Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung
(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1

2.
3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Badung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.

Bupati adalah Bupati Badung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
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Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Badung.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Badung.

Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke
tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus
dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.

Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah dan/atau badan hukum yang menyediakan jasa
angkutan orang dan/atau barang di Daerah dengan Kendaraan bermotor
Umum.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk
angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.

Trayek adalah lintasan Kendaraan bermotor Umum untuk pelayanan jasa
angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan
tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.

Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu
kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Angkutan Perkotaaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain
dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.

Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain
dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek
angkutan perkotaan.

Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus
umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan
pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek,
seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.

Mobil Penumpang adalah Kendaraan bermotor angkutan orang yang
memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk
Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus)
kilogram.

Mobil Barang adalah Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan
barang.

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB Il
ANGKUTAN
Bagian Kesatu

Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 2

(1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor.

(2) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menggunakan sepeda motor, mobil penumpang atau bus.
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(3) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunakan Mobil Barang.

(4) Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang digunakan
untuk Angkutan orang, kecuali:

a. rasio kendaraan bermotor untuk Angkutan orang, kondisi
geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum
memadai;

b. untuk kepentingan kegiatan upacara adat dan keagamaan;

c. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

d. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penyediaan Angkutan Umum
Pasal 3

(1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan
Angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.

(2) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan
Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin tersedianya Angkutan umum
untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Daerah.

(2) Penyediaan jasa Angkutan umum orang dan/atau barang dilaksanakan
oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau
badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
Paragraf 1
Umum
Pasal 5
Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri
atas:

a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan
b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

Pasal 6
(1) Perusahaan Angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal,

yang meliputi:

a. keamanan;

b. keselamatan;

c. kenyamanan;

d. Kketerjangkauan;

e. Kkesetaraan; dan



f. keteraturan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
dalam Trayek
Pasal 7

(1) Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam
Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
a. angkutan perkotaan; atau
b. angkutan perdesaan.

(2) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam
trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kriteria:
a. memiliki rute tetap dan teratur; dan
b. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan.

Pasal 8

(1) Untuk mewujudkan pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum disusun rencana umum Jaringan Trayek.

(2) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. jaringan Trayek perkotaan;dan
b. jaringan Trayek perdesaan.

(3) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji
ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 9

(1) Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
huruf a disusun berdasarkan kawasan perkotaan.

(2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan Angkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang berada dalam wilayah Daerah ditetapkan dalam Peraturan
Bupati.

Pasal 10

Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, yang berada dalam 1 (satu) wilayah
Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang
bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan
jalan.

Pasal 11

Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum perdesaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, untuk kawasan
perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah dalam wilayah Daerah
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12



